BABII
JUAL BELI KHIYAR, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan
saling terkait karena itu manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya
sendiri dan saling bergantung begitu pula dalam transaksi jual beli.
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah Arab dikenal dengan bai’. Yaitu :
“Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Istilah lain dari kata a/-bai’ adalah at-tijarah (perdagangan) , al-
mubadalah (pertukaran), dan al-shira’ (beli).! Kata al-bai’ dalam bahasa
Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu al-shira.
Dengan demikian kata bai” berarti kata”jual” dan sekaligus juga berarti
kata “beli”.?

Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli
adalah sebagai berikut:

a. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang
dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan untuk

mencari keuntungan.’

' Rachmat Syafei,Figih Mu’amalah, (Jakarta: Pustaka Setia,2004), 73.

2 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam islam, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,
2003), 113.

3 Ibnu Mas’ud, Figih Mazhab Syafi’I, (Jakarta: Pustaka Setia,2000}, 21.
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b. Yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas asas
dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat
dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).*

c. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dan menerima dari
padanya harta (harga) atas dasar kerelaan kedua belah pihak (pihak

penjual dan pembeli).”

2. Dasar hukum jual beli
a. Alquran
Dalam Surat Al-Baqarah (2) : 275
i T 0
Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”’?

Dalam Surat An-Nisa’ (4) : 29
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.’

b. As-Sunnah
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* Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), 33.
° T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, 360.

¢ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Al-Baqarah): 275.

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (An-Nisa’): 29.
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Artinya: Rasulullah SAW ditanya salah seolah sahabat mengenai

pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah menjawab: Usaha tangan

manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati/ bersih. (H.R.
Ahmad).?

c. Kaidah Fiqgih
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“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada
dalil yang mengharamkannya "°

LS salall

“ Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”"°

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Adanya penjual.

b. Adanya pembeli.

c. Adanya harta (Uang) dan barang yang akan jual

d. Adanya sighat, Yaitu adanya ijab dan qobul. [jab adalah penyerahan penjual
kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.''

Adapun syarat yang sah tentang jual beli ini menurut jumhur

ulama diatas adalah sebagai berikut:
1) Syarat orang yang berakad

Jumhur ulama sepakat bahwa untuk melakukan sebuah akad,

® Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad juz 4, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah), 173-174.

° Syarif Hidayatullah, Qawaidul Fighiyah dan penerapannya dalam transaksi keuangan syariah
kontemporer. (Jakarta: Gramata Publishing. 2012). 100

 Ibid 101.

1 Wahbah Az-Zuhaili, , al- Figh al Islam wa Adilatuhu Abdul Hayyie al Kattani, jilid:v, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 28-29
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seseorang tersebut harus memenuhi syarat yaitu'*:
a) Berakal
Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad
jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad
itu masih mumayiz maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat
ijin dari walinya.
b) Orang yang berbeda
Seseorang yang melakukan akad ini harus berbeda. Artinya
adalah bahwa seseorang tidak dapat bertindak menjadi penjual dan
pembeli secara bersamaan.
2) Syarat Sighat

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli
maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik
semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli
dan uang berpindah kemilik penjual.

Sedangkan para ulama figh menjelaskan bahwa syarat ijab dan
kabul adalah sebagai berikut'’: Orang yang mengucapkan telah baligh
dan berakal, kabul harus sesuai dengan ijab, ijab dan kabul dilakukan
dalam satu majelis.

Namun Sighat akad tidak hanya dilakukan dengan
menggunakan lisan seperti jual beli yang mana pihak penjual dan

pembeli bertemu dan langsung mengadakan transaksi dengan

2 Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 70-74.
> Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 70-74.
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menggunakan lisan sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan,

4

a. Sighat akad dengan lisan (aqgad bil lisan)

Mayoritas dalam transaksi (akad) jual-beli menggunakan
lisan, dalam bahasa apapun boleh dilakukan asalkan kedua belah
pihak paham dan mengerti yang dimaksudkan dalam akad. Akad
dengan lisan tidak hanya dengan bertatap muka atau berhadap-
hadapan namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan media
lain seperti telepon, video phone dan yang lainnya. Pihak-pihak
yang menggunakan media ini berada pada tempat yang berlainan

atau tempat yang jauh.

. Sighat akad dengan tulisan (aqad bil kitabah)

Sighat akad dengan menggunakan media tulisan dapat
dilakukan ketika salah satu atau para pihak berada dalam kondisi
yang sulit untuk dapat melakukan akad dengan lisan. Apabila para
pihak berada pada tempat yang jauh sehingga para pihak
melakukan akad dengan menggunakan surat atau yang telah
menjamur selama ini ialah SMS (Short Message Service) pesan
singkat melalui telephone genggam. Hal ini juga dijelaskan oleh
Wahbah Zuhaily yang dikutip oleh Ghufron A. Mas’adi tentang

pendapat Fuqoha’ Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu sah melakukan

* Ahmad Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Ull Press,

2000), 65.
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akad melalui tulisan apabila kedua belah pihak tempatnya

berjauhan ."

c. Sighat akad dengan isyarat (agad bil isyarah)

Kemudian akadnya orang yang tuna wicara, mereka bisa
melakukan akad dengan isyarat karena orang tuna wicara sulit untuk
berakad dengan menggunakan lesan namun tidak menutup
kemungkinan juga bisa berakad dengan tulisan yang intinya isyarat-

isyarat atau tulisan itu dapat dimengerti oleh para pihak."®

. Sighat akad dengan perbuatan (agad bi al-Muathah)

mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan
qabul), sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui
harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan
uangnya sebagai pembayaran.'’

Bahwasannya akad dapat dilakukan dengan media lisan,
tulisan, isyarat, maupun perbuatan, media yang digunakan oleh para
pihak yang berakad beragam sesuai dengan situasi dan kondisinya,
apabila salah satu atau kedua pihak yang berakad mendapati
kesulitan maka diperkenankan menggunakan media lain untuk
berakad, misal pihak yang berakad tunarungu, jauh tempatnya maka

boleh berakad dengan menggunakan isyarat atau tulisan. Hal yang

' Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

75

1 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 12, (Bandung:
Alma’arif), 51.
Y Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),74.
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terpenting dalam sahnya akad ialah isi yang dimaksud atau
penyampaian kehendak dalam akad (ijab gabul) tersebut tidak
berubah yaitu adanya pengertian, kejelasan dan kesepakatan dalam
akad tersebut.
3) Syarat barang yang diperjual belikan
Syarat yang terkait dengan barang yang sah untuk diperjual

belikan adalah'®:

oo

. Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual
menyanggupi untuk barang tersebut.

b. Barang Barang tersebut harus bermanfaat

c. Barang tersebut harus dimiliki oleh orang yang berakad, atau
mendapatkan izin dari si pemilik barang.

d. Barang tersebut harus bisa diserahterimakan secara syar’i dan
secara fisik.

e. Masing-masing dari barang harus diketahui oleh penjual dan
pembeli. Jika keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut
tidak ada kejelasan.

f. Barang yang akan dijual harus diterima oleh si penjual apabila
sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah
pertukaran.

4) Macam-Macam Jual Beli

a. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh atau sah

'8 Sayyid Sabiq, Terjemah Figh Sunnah Jilid 5,(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),37-49.
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jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual
beli.

b. Menjual barang yang disifati (memesan barang). Hukumnya
boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya
(sesuai promo dan spesifikasi yang disampaikan).

c. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh atau
tidak sah. Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan
bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual

sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.'’

B. Khiyar

Diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim),
karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja,
syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang
terhadap kedua pelaku akad.*

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang
melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi
yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu
transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya

khiyar oleh syara’ agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh

9 Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qoribal-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah), 30.
20 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Depok, Gema Insani, 2007),181.
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kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak
menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.?’
1. Pengertian Khiyar

Kata khiyar dalam kamus bahasa Arab berarti memilih atau
pilihan.*?

Secara istilah menurut Syamsyudin Muhammad Ibn Abi Al-
’Abbas Ar-Ramli khiyar adalah: hak bagi pelaku untuk meneruskan atau
mengurungkan  transaksi.”’ Sedangkan =~ Wahbah  az-Zuhayly
mendefinisikan khiyar adalah Suatu keadaan yang menyebabkan aqid
memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau
membatalkan jika k#hiyar tersebut berupa khiyar syarat, ‘aib atau ru’yah
atau hendaknya memilih diantara dua barang jika khiyar ta’yin*

Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang
dijabarkan dalam bentuk 7jab gabul telah dilakukan dengan sempurna,
maka pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya
sesuai dengan keinginan. Namun dalam usaha untuk menghindari adanya
penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua pihak dapat
meminta untuk diberi hak khiyar.

Hak khiyar ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang

melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang

I Abdul Rahman Ghazaly et al, Figh Muamalah, (Jakarta, Kencana, 2012),97

- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, 123

> Ramli, ar-, Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al Abbas, Nihayah al-Muhtaj Juz IV, 3
** Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Depok, Gema Insani, 2007),3104
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mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu
transaksi tercapai dengan sebaik- baiknya. Hikmahnya adalah untuk
kemaslahatan bagi pihak- pihak yang melakukan transaksi itu sendiri,
memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara
sesama manusia. Maka syariat menentukan hak &khiyar dalam rangka
tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan
antara manusia.

Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau
diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam
mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan
transaksi.”’

2. Macam-Macam Khiyar

Khiyar itu ada yang bersumber dari syara’, seperti khiyar majlis,
aib dan ru’yah, selain itu ada juga yang bersumber dari kedua belah pihak
yang berakad, seperti khiyarsyarat dan khiyar ta’yin*®
a. Khiyar Majlis

Khiyar Majlis yaitu penjual dan pembeli boleh memilih untuk
melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih
dalam satu tempat atau majelis tempat transaksi,”’ dengan demikian
khiyar Majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau

membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000),129
26 .

Ibid 130.
2" Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi,117.
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belum berpisah. khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang
bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi,
seperti jual beli dan sewa-menyewa.
Khiyar Syarat

Yang dimaksud dengan khiyar syarat yaitu hak pilih yang
ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau bagi orang lain
untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan.”®
Khiyar ‘aib

Yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad
dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.
Ketetapan adanya khiyar mensyaratkan adanya barang pengganti,baik
diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridaan dari
yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan,barang
pengganti tidak diperlukan lagi. Jadi, dalam k#iyar ‘aib itu apabila
terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat
mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang

baik, atau kembali barang dan uang.*’

d. Khiyar Ru’yah

?® Sayyid Sabiq, Terjemah Figh Sunnah Jilid 3,(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),132.
¥ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Pustaka Pelajar, Yogyakarta Cet. Ke-1,

2008), 98.
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Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau
batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum di
lihat ketika akad berlangsung.*”
e. Khiyar ta’yin
Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang
berbeda kualitas dalam jual beli, Tujuan dari khiyar ta’yin agar
pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan

keperluannya.’'

C. Perlindungan Konsumen, Konsumen dan Pelaku usaha
1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK),
yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
member perlindungan kepada konsumen, Rumusan pengertian
perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang
menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”,

diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-

*® Nasroen Haroen, Figh Muamala# ...,137
*! Ibid 139.
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wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan

perlindung konsumen.*

Konsumen atau pembeli memiliki beberapa kepentingan yaitu

sebagai berikut™:

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik ini berhubungan dengan keamanan dan
keselamatan tubuh atau jiwa dalam penggunakan barang atau jasa
yang dibeli. Kepentingan ini dapat terganggu apabila barang atau jasa
tersebut menimbulkan gangguan terhadap kesehatan badan atau jiwa.
Kepentingan sosial ekonomi

Kepentingan ini merupakan kepentingan yang menghendaki
agar konsumen mendapatkan hasil optimum dalam penggunaan barang
atau jasa yang ia peroleh. Untuk mendapatkan yang maksimal maka
seorang konsumen harus mendapatkan inormasi yang benar, lengkap
dan bertanggung jawab tentang barang atau jasa yang dikonsumsi agar
dapat melakukan pilihan yang tepat.

Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan yang dimiliki konsumen untuk mendapatkan

perlindungan  hukum apabila mengalami masalah terhadap barang

atau jasa yang dipakai.

32 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,(Rajawali Pers, Jakarta,

2010),1.
* Dedi

Harianto,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap lklan yang Menyesatkan,

(Bogor: Ghalia Indonesia,2010), 169.
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Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam

Pasal 2 UUPK sebagai berikut :

1)

2)

3)

Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan sebagai upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebasar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan
pelaku usaha secara bersamaan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegaan
hukum  perlindungan  konsumentidak  dilaksudkan  untuk
menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya,
tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing
pihak yaitu produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan
berada pada posisi sejajar.

Asas Keadilan

Maksud pada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat
dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan
penegaan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan
konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan
melaksanakan kewajibannya.

Asas Keseimbangan



4)

5)
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Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik
materil atau spiritual.

Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen,
produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai
dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang akan
digunakan oleh konsumen.

Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian
4

hukum.’

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang

**Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Visimedia, Jakarta 2008), 17.
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dan jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku wusaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa kualitas barang
dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

2. Pengertian Konsumen
Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumen adalah
(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.”> Menurut
kamus besar bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah pemakai

barang produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya.*®

Adapun definisi konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam

ketentuan undang-undang perlindungan konsumen adalah setiap orang

% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 22.
% DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ill, (Jakarta: Balai Pustaka,2001),

590.



34

pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan

tidak diperdagangkan.®’

a. Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang dan atau jasa yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan

jujur serta tidak diskriminatif;

¥ RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 2.
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8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar

konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika

serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang

terdiri dari:*®

a) Hak memperoleh keamanan;

b) Hak memilih;

c) Hak mendapat informasi;

d) Hak untuk didengar.

Beberapa  rumusan  tentang  hak-hak  konsumen yang telah
dikemukakan,secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi

prinsip dasar, yai‘[u:39

(1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

** Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen..., 39.
39 B
Ibid 47.
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(2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;

(3) Hak memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang

dihadapi.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan
beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen,
sehingga dapat dijadikan atau merupakan prinsip perlindungan konsumen di
Indonesia.

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

(a) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan atau jasa;

(b) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

(¢) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk
mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih
mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara
patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud

tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku
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usaha.*’
3. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu
sebagai berikut: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut Az.Nasution dalam bukunya
menyatakan bahwa : Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk
dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi,
importir, pedagang, distributor dan lain-lain.*!

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan
kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan
atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku
usaha juga diberikan hak sebagai berikut:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

40 |1as

Ibid 50.
* Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,( Diadit Media, Jakarta,2001)
17.
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kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan
atau jasa yang diperdagangkan;

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen,;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen
yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha
juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai
berikut:

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan:

¢) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
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diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan atau jasa yang berlaku;

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan
atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi
jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang
diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian
apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan  kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut
merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain  yang
ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku
usaha itu sendiri.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha
adalah:*

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau

* RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (Sinar Grafika, Jakarta, 1999), 14.
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diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa

tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:*

1.

D

Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;

Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen

* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen..., 126.



